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Jakarta, 15 April 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Ketiga Pengujian UU 

Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil (UU ASN), UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional (UU Sisdiknas), UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, UU No.14 Tahun 2005 tentang 

Guru Dan Dosen (UU Guru), UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan), UU No.44 Tahun 

2009 tentang Rumah Sakit (UU RS) dan UU No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (UU Keperawatan), 

pada Senin (15/04), pukul 10.00 WIB dengan agenda Pengucapan Putusan. Setelah Sidang Perbaikan 

Permohonan (04/03), Mahkamah mengagendakan Pengucapan Putusan Perkara tersebut tanpa melalui 

Sidang Pleno. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 13/PUU-XVII/2019 ini diajukan oleh 

Pegawai Negeri Sipil RSUD Pemda Kab Ponorogo, Rochmadi Sularsono dan Forum Pemberdayaan Insan 

Madani Mitreka Satatha (Forpimmisa). 

 Norma yang diajukan untuk diuji adalah Pasal 1 angka 11, Pasal 6 huruf b, Pasal 15 ayat (3), Pasal 18 

ayat (1), Pasal 58 ayat (3), Pasal 94 ayat (1), Pasal 96 ayat (2), Pasal 109 ayat (1), ayat (2), dan Pasal 131 

huruf f, Pasal 6, Pasal 97, Pasal 58 ayat (2), Pasal 137 UU ASN; Pasal 1 angka 10, Pasal 41 ayat (2), ayat 

(3) UU Sisdiknas; Pasal 11 ayat (1) UU No.25 Tahun 2009; Pasal 1 angka 6, Pasal 15 ayat (2), ayat (3), 

Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 24 ayat (3) UU Guru; Pasal 13, Pasal 23 ayat (2), Pasal 25 ayat 

(1), Pasal 26 ayat (2) UU Kesehatan; Pasal 12 ayat (4), Pasal 14 ayat (2) UU RS; dan Pasal 15 ayat (2) 

UU Keperawatan . 

Pada sidang sebelumnya (04/03), Hakim Konstitusi Arief Hidayat mempertanyakan jumlah Pemohon 

yang tertera di Permohonan. berdasarkan Rochmadi Sularsono selaku Pemohon menyatakan dari 62 

Pemohon yang tercatat, 52 dari Kabupaten Ngawi dan 14 dari Kabupaten Ponorogo. Selain itu, Hakim 

Konstitusi I Dewa Gede Palguna dan Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul menyoroti tidak banyak 

perubahan pada Permohonan yang dilakukan oleh Pemohon setelah sidang Pemeriksaan 

Pendahuluan(19/02). 

Pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan(19/02), Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyoroti legal 

standing dari Pemohon yang mewakili tenaga honorer di Kabupaten Ponorogo. Pemohon menyatakan 

bahwa dirinya mewakili Forum Pemberdayaan Insan Madani Mitreka Satatha (Forpimmisa) yang 

beranggotakan tenaga honorer sebagai Ketua Forum tersebut.  

Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna memberikan beberapa saran kepada Pemohon. Palguna 

meminta Pemohon untuk menjelaskan legal standing dari Pemohon dan meminta Pemohon untuk 

memasukkan siapa saja Forpimmisa ke dalam Permohonan. Lalu Pemohon diminta untuk menjelaskan 

kedudukan hukum Pemohon. Selain itu, Pemohon diminta untuk menyertakan bukti-bukti yang 

menguatkan Permohonan Pemohon.  

Sedangkan Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul menyoroti kurangnya Pemohon dalam 

Berkonsultasi sehingga Permohonan tidak memenuhi sistematika sehingga disarakan untuk 

memperbaikinya secara struktural, struktur dan substansinya. (MHM) 
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